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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis segitiga fraud dalam pengendalian 
pencegahan kecurangan laporan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Fraud Triangle terdiri 
atas tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana 
dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner terbuka. Kuesioner tersebut dibagikan 
kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu manajer dan akuntan (staff 
bidang keuangan) di setiap BPR. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fraud triangle memiliki peranan penting dalam 
pencegahan pengendalian fraud. Untuk tekanan, masih ada BPR yang tidak memiliki prosedur 
pengendalian pencegahan fraud. Sementara untuk peluang dan rasionalisasi, semua BPR telah 
memiliki prosedur pengendalian pencegahan fraud.  
Kata kunci: Segitiga Fraud, Fraud, Pengendalian Fraud. 
 
Abstract 
This research aimed to analysis fraud triangle in prevention fraud of financial 
statement fraud in Bank Perkreditan Rakyat. Fraud triangle consists of pressure, 
opportunity and rationalization. This research is a qualitative research where in the data 
collection using open questionnaire. This questionnaire were distributed to the parties 
related to this research ie managers and accountants (financial staff) in BPR. 
The result in this research show that fraud triangle has an important role in the 
prevention of fraud. For pressure, there are still BPR that do not have prevention fraud 
control. For opportunity and rationalization, all BPR have prevention control of fraud 
procedures.  
Keywords: Fraud triangle, fraud, prevention fraud 
 
1. Latar Belakang 
Badan Perkreditan Rakyat merupakan badan keuangan yang kegiatannya berupa 
penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, penyaluran kredit dan deposito berjangka. Kegiatan 
yang dilakukan BPR lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. BPR dulunya lebih 
dikenal dengan sebutan Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa atau bank 
Pasar. BPR mulai dikenal sejak dikeluarkannya paket kebijakan deregulasi (dibukanya pendirian 
bank-bank baru) pada bulan Oktober 1988. Kebijakan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 
tentang perbankan dan telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1988. Tujuannya tetap sama yaitu 
untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat dan usaha mikro, kecil, 
dan menengah. 
BPR memiliki banyak kegiatan namun yang menjadi kegiatan utama atau bisa disebut 
jantung dari BPR adalah penyaluran kredit. Ketika pengelolaan penyaluran kredit tidak baik maka 
dapat berakibat pada kelangsungan usaha BPR itu sendiri. Pengelolaan penyaluran kredit yang 
tidak baik bisa diakibatkan oleh adanya tindak kecurangan di BPR.  
Berdasarkan informasi dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Nelson Tampubolon mengungkapkan bahwa tindak pidana perbankan paling sering terjadi 
di BPR. Beliau juga menyebutkan bahwa sekitar 80% BPR ditutup  karena kasus kecurangan.  
Ada berbagai jenis kasus tindak pidana perbankan yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2016. 
Berdasarkan data statistik dari tindak pidana perbankan yang ditangani oleh OJK, jenis kasus 
tindak pidana tersebut antara lain kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan 
dana (15%), transfer dana (5%), dan pengadaaan aset (4%). Tindak pidana ini mengarah pada 
kecurangan penyajian laporan keuangan dimana BPR akan menyajikan laporan keuangan yang 
tidak sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya. 
Tindakan fraud dalam penyajian laporan keuangan penting menjadi perhatian agar tindakan 
ini dapat dikendalikan sehingga tidak terulang kembali. Namun, pendeteksian terhadap financial 
statement fraud tidak selalu mendapatkan titik terang karena berbagai motivasi yang mendasarinya 
serta banyaknya metode untuk melakukan financial statement fraud (Brennan dan McGrath, 
2007). Penelitian Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996) menemukan bahwa kejadian kecurangan 
paling tinggi terjadi pada perusahaan yang lemah corporate governancenya, seperti perusahaan 
yang lebih didominasi oleh orang dalam dan cenderung tidak memiliki komite audit. Temuan 
Dechow, Sloan, dan Sweneey (1996) diperkuat kembali oleh Dunn (2004) yang menyimpulkan 
bahwa kecurangan lebih mungkin terjadi ketika ada konsentrasi kekuasaan di tangan orang dalam. 
 Teori Cressey (1953) dalam Tiffani dan Marfuah (2015) mengungkapkan bahwa terdapat 
tiga kondisi yang selalu hadir dalam tindakan fraud yaitu pressure, opportunity  dan 
rationalization yang disebut sebagai fraud triangle. Temuan tentang tiga kondisi tersebut 
didasarkan pada serangkaian wawancara dengan 133 orang yang dihukum karena kasus 
penggelapan.  
Berdasarkan masukan dari ahli forensik dan akademisi (Turner et al., 2003 dalam Susanti, 
2014) menunjukkan bahwa evaluasi terhadap informasi tentang kecurangan akan meningkat ketika 
mempertimbangkan konteks  fraud triangle. Tuanakotta (2013:320) juga berpendapat perlunya 
penelitian mengenai fraud triangle di Indonesia untuk mengetahui alasan fraud.  
 
2. Kajian Literatur 
Bank Perkreditan Rakyat 
Menurut OJK, Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional. Dengan kata lain, BPR menjalankan kegiatan usahanya 
dengan prinsip syariah dimana tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan 
yang dilakukan BPR jauh sempit jika dibandingkan dengan bank Umum. Hal ini karena BPR 
dilarang untuk menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. 
 
Kegiatan Usaha Bank Prekreditan Rakyat 
Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh BPR menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan 
mauoun dalam bentuk lainnya yang sama dengan itu. 
b. Memberikan kredit kepada masyarakat 
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, 
dana tau tabungan pada bank lain. 
 
Risiko Usaha Bank Perkreditan Rakyat  
Ada 6 (enam) risiko yang mungkin terjadi pada BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan 
Rakyat yaitu: 
a. Risiko likuiditas yaitu risiko yang terjadi karena BPR tidak mampu untuk memenuhi 
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas 
tinggi yang dapat digunakan. 
b. Risiko kredit yaitu risiko yang terjadi karena kegagalan debitur dan/atu pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban kepada BPR. Hal ini terjadi karena bank bergantung pada kinerja pohak 
lawan atau kinerja peminjaman dana. 
c. Risiko operasional yaitu risiko yang terjadi karena ketidakcukupan dana/atau tidak 
berfungsinya proses internal, adanya kesalahan Sumber Daya Manusia (SDM), kegagalan 
sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang ikut mempengaruhi operasional BPR. 
d. Risiko kepatuhan yaitu risiko yang terjadi karena BPR tisak mematuhi dan/atau tidak 
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain. Kelemahan aspek hukum 
juga termasuk dalam risiko kepatuhan yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan 
peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak 
dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. 
e. Risiko reputasi yaitu risiko yang terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan pemangku 
kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.  
f. Risiko strategis yaitu risiko yang terjadi karena ketidaktepatan bank dalam mengambil 
keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam 
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
 
Fraud 
Arens, Elder & Beasly (2008) dalam Soleman (2013) menggambarkan fraud sebagai setiap upaya 
penipuan yang disengaja, yang dimaksud untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. 
Upaya kecurangan ini didorang oleh berbagai kekuatan internal maupun eksternal yang dilakukan 
secara individu maupun secara kolektif.  
 
Fraud Triangle Theory 
Fraud Triangle Theory merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Cressey (1953) untuk 
meneliti penyebab kecurangan. Fraud Triangle terdiri dari 3 (tiga) kondisi yang umumnya hadir 
pada saat fraud terjadi yaitu: (1) Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud (pressure), (2) 
Peluang atau kesempatan untuk melakukan fraud (opportunity), (3) Dalih untuk membenarkan 
fraud (rationalization). 
a. Incentive/Pressure (Tekanan) 
Tekanan merupakan dorongan baik dari dalam organisasi maupun dari kehidupan pribadi 
dari individu untuk melakukan fraud. Tekanan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 
kelompok yang kemudian dibuat dalam bentuk pertanyaan pada kuesioner yaitu (1) 
Kebutuhan pribadi, (2) Beban kerja dan gaji yang rendah, (3) Tingkat konsumen menurun 
dan kestabilan keuangan terganggu, (4) Keuangan BPR dipengaruhi oleh keuangan 
eksekutif. 
b. Opportunity (Peluang) 
Menurut Norbarani (2012), peluang merupakan situasi yang membuka kesempatan untuk 
memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Dalam penelitian ini ada 2 kelompok yang diteliti 
yaitu (1) Sistem pengendalian internal yang lemah, (2) Sanksi yang tidak tegas. 
c. Rationalization (Rasionalisasi) 
Rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas kegiatannya yang 
mengandung fraud (Priantara 2013). Menurut Skousen et al. (2008), rasionalisasi merupakan 
bagian dari fraud yang paling sulit diukur. Hal ini karena para pelaku merasa yakin bahwa 
tindakannya bukanlah suatu fraud melainkan sesuatu yang merupakan haknya. Tidak jarang 
pelaku menganggap bahwa dirinya telah berjasa kepada perusahaan atau organisasi. Bagi 
pelaku yang memang pada umumnya sudah sering berbohong atau tidak jujur, mungkin lebih 
mudah merasionalisasi penipuan. 
 
Financial Statement Fraud 
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan yang 
sebenarnya kepada para pengguna laporan keuangan. Jika ada tindakan yang disengaja atau 
kelalaian yang mengakibatkan penyesatan laporan keuangan sehingga merugikan pengguna 
laporan keuangan seperti investo dan kreditur maka tindakan ini disebut sebagai financial 
statement fraud (ACFE, 1998). 
 
Pergantian Kantor Akuntan Publik 
Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur mengenai jasa audit dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik Dalam Kegiatan 
Jasa keuangan pasal 16 ayat 1 berbunyi: 
 
“Pihak yang melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit 
atas audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode 
audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.” 
 
Summer dan Sweeny (1998) mengemukakan bahwa klien dapat menggunakan mekanisme 
pergantian auditor untuk mengurangi kemungkinan pendeteksian tindak kecurangan laporan 
keuangan. Hal ini didukung oleh Loebbenke et al. (1989) dalam Lou dan Wang (2009) yang 
menunjukkan bahwa 36 persen dari kecurangan dalam sampel mereka dituduhkan dalam dua tahu 
awal masa jabatan auditor.  
 
Manipulasi Laporan Keuangan 
Pengertian manipulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggelapan dan 
penyelewengan. Mengarah pada pengertian ini, manipulasi laporan keuangan adalah tindakan 
penggelapan atau penyelewengan yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu 
terhadap laporan keuangan. Tindakan manipulasi ini akan bertentangan dengan tujuan laporan 
keuangan dimana tujuannya adalah memberikan informasi yang sebenarnya mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bemanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditur dalam pembuatan keputusan ekonomi 
(PSAK No. 1 Paragraf 7 revisi 2009). 
 Manajemen Laba 
Manajemen laba merupakan salah satu bentuk dari tindakan kecurangan laporan keuangan (rezee 
2002 dalam Widarti 2015). Menurut Sulistyanto (2008:6) earnings management adalah tindakan 
atau upaya dari manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-
informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholders yang ingin 
mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut Scott (1999) dalam Ningsaptiti (2010) 
menyatakan bahwa ada 6 (enam) yaitu (1) Bonus Purpose, (2) Political Motivators, (3) Taxation 
Motivation, (4) Pergantian Chief Executive Officer (CEO), (5) Initial Public Officer (IPO), (6) 
Pentingnya memberikan informasi kepada investor.  
 
Komite Audit Independen 
Komite audit independen merupakan komite audit yang ada diperusahaan. Komite ini dapat 
dipercaya dapat meningkatkan efektifitas pengawasan perusahaan. Menurut Dana dan Terry 
(2010) dalam Tiffani dan Marfuah (2015), anggota komite audit yang lebih besar dapat 
mengurangi insiden fraud.  
 
Pengendalian Fraud 
Untuk memperkuat sistem pengendalian internal organisasi dimana hal ini untuk mengendalikan 
fraud, maka bank wajib untuk memiliki dan menerapkan pengendalian fraud atau bisa disebut 
dengan strategi anti-fraud yang efektif. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum 
menyatakan bahwa setiap bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti-fraud yang 
disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal; komplesitas kegiatan usaha; potensi, jenis, 
dan risiko fraud, dan kecukupan sumber daya yang memadai (Fatoni dan Halim 2016).  
Ada 4 pilar utama yang merupakan isi dari strategi anti-fraud  sebagaimana dimuat dalam 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yaitu sebagai berikut: 
a. Pencegahan 
Pilar pencegahan ini memuat tentang langkah-langkah dalam megurangi potensi risiko 
terjadinya fraud dimana isinya mencakup antifraud awareness, identifikasi kerawanan, dan 
knows your employee. 
b. Pendeteksian 
Pilar pendeteksian memuat tentang langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan 
menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank dimana isinya mencakup kurangnya 
kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system. 
c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi 
Pilar ini memuat tentang penggalian informasi dengan membuat standar dan mekanisme 
investigasi, membuat mekanisme pelaporan internal kepada direksi dan komisaris maupun 
pelaporan eksternal kepada otoritas pengawas bank, dan membuat mekanisme pengenaan 
sanksi atas fraud dalam kegiatan usaha. 
d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut 
Pilar ini berisi langkah-langkah untuk memantau tindak lanjut dari kejadian fraud, 
mengevaluasi kejadian fraud, dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil 
evaluasi. 
 
3. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif yang merupakan yang menghasilkan 
data berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Menurut Sugiyono 
(2013:1), metode penelitian kualitatif adalah metode yang pada hakikatnya digunakan untuk 
meneliti keadaan yang alamiah. Data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu informasi diperoleh melalui 
buku, jurnal, artikel, maupun skripsi dan juga melalui penelitian lapangan yaitu mengumpulkan 
data dengan menyebarkan kuesioner terbuka kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan 
penelitian ini yaitu akuntan dan manajer.  
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman 
(Sugiyono, 2010:246) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus samapi tuntas, sehingga datanya 
sudah jenuh. Ada tiga jalur kegiatan dalam model Miles and Huberman yaitu: 
1. Reduksi Data 
Bentuk analisi yang menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan 
dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul dapat diverifikasi. 
2. Penyajian Data 
Mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  
Alat analisis yang digunakan adalah Fraud Triangle.  
 










Tidak Memiliki Prosedur 
Pencegahan 
Tekanan Kebutuhan pribadi 4 15,38% 22 84,62% 
Tabel 4.1 
Data BPR Terhadap Tekanan  
 
Beban kerja dan gaji yang 
rendah  
26 100% 0 0% 
Tingkat konsumen menurun 
dan kestabilan keuangan 
terganggu 
22 84,62% 4 15,38% 
Keuangan BPR dipengaruhi 
keuangan eksekutif 
26 100% 0 0% 
 
4.1.1  Kebutuhan Pribadi 
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan ke setiap BPR diperoleh informasi bahwa dari 26 akuntan 
dan manajer BPR di Kota Pontianak hanya 4 manajer dan akuntan yang memiliki prosedur 
penilaian terhadap kebutuhan karyawan atau hanya sekitar 15,38% dari total keseluruhan. 
Sementara 22 manajer dan akuntan  BPR tidak memiliki prosedur penilaian terhadap kebutuhan 
pribadi atau sekitar 84,62% dari total keseluruhan. 
 Manajer dan akuntan BPR yang sudah memiliki dan menerapkan prosedur 
penilaian kepada karyawan sudah melakukan prosedur pencegahan fraud yaitu bagian know your 
employee. Pihak BPR berusaha untuk mengenal lebih jauh karyawan mereka dengan melihat 
kebutuhan dan kondisi karyawan. Ini merupakan langkah yang tepat karena sebenarnya karyawan 
juga aset dari suatu organisasi. Berbeda dengan aset lainnya, karyawan merupakan aset yang 
memiliki pikiran, hati, dan perasaan. Dengan mengetahui kondisi karyawan, karyawan akan 
merasa lebih dihargai oleh organisasi tersebut dan dampaknya tentu akan mengurangi terjadinya 
fraud di tempat ia bekerja.  
 
4.1.2    Beban Kerja dan Gaji yang Rendah 
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan ke setiap BPR diperoleh informasi bahwa semua akuntan 
dan manajer di BPR sudah memiliki prosedur penilaian untuk beban kerja dan memiliki prosedur 
penghitungan gaji karyawan. Artinya setiap BPR sudah memiliki prosedur pencegahan fraud yaitu 
kesadaran anti-fraud. BPR sudah mengetahui bahwa jika mereka memberikan beban kerja yang 
tidak masuk akal dan juga memberikan gaji atau kompensasi yang rendah yang tidak sesuai dengan 
banyaknya pekerjaan maka akan meningkatkan risiko terjadinya fraud.  
 
4.1.3    Tingkat Konsumen Menurun dan Kestabilan Keuangan Terganggu 
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan ke setiap BPR diperoleh informasi bahwa 22 manajer dan 
akuntan di BPR memiliki prosedur untuk mengatasi keadaan ini atau sekitar 84,63% dari total 
keseluruhan. Sementara 4 akuntan dan manajer di BPR tidak memiliki prosedur atau sekitar 
15,38% dari total keseluruhan. Prosedur yang dilakukan berupa promosi berbagai jenis produk 
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dari BPR, mengurangi pengeluaran, dan membuat kebijakan tentang penghimpunan dan 
pengelolaan dana pihak ketiga.  
Manjaer dan akuntan di BPR yang memiliki prosedur akan memberikan tekanan yang 
besar kepada manajer atau karyawan yang bersangkutan karena akan menambah pekerjaan dari 
manajer atau karyawan yang bersangkutan. Ketika manajer maupun karyawan yang bersangkutan 
tidak mampu untuk mengatasi keadaan ini sesuai dengan prosedur, maka besar kemungkinan 
manajer atau karyawan yang bersangkutan melakukan kecurangan. 
 
4.1.4    Keuangan BPR Dipengaruhi oleh Keuangan Eksekutif 
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada setiap BPR diperoleh informasi bahwa semua 
manajer dan akuntan di BPR tidak mengijinkan dewan direksi maupun dewan eksekutif 
menggunakan keuangan BPR. Ini merupakan tindakan yang tepat karena akan mengurangi tekanan 
bagi manajer. Manajer akan fokus untuk mengembangkan dan memajukan BPR dimana 
dampaknya juga akan memberikan kesejahteraan kepada dewan direksi maupun pihak eksekutif. 
Jika keuangan BPR dipengaruhi oleh keuangan eksekutif maka akan memberikan 
tekanan bagi manajer. Dikarenakan disatu sisi manajer harus mampu untuk membuat keuangan 














Sistem pengendalian internal 
yang lemah 
26 100% 0 0% 
Sanksi yang tidak tegas 26 100% 0 0% 
 
 
4.2.1    Sistem Pengendalian Internal yang Lemah 
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan ke setiap BPR diperoleh informasi bahwa semua manajer 
dan akuntan di BPR sudah memiliki sistem pengendalian yang baik. Prosedur pencegahan yang 
Tabel 4.2 
Data BPR Terhadap Peluang 
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dilakukan oleh manajer dan akuntan di BPR adalah setiap posisi maupun jabatan sudah diisi 
dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya masing-masing dan tidak adanya 
rangkap jabatan yang dilakukan oleh BPR. Selain itu, struktur organisasi BPR juga sudah 
kompleks karena unit pengawasan selalu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap setiap 
kegiatan operasional, BPR tidak melakukan pembiaran kepada karyawan yang melakukan 
kecurangan dan setiap tindak kecurangan wajib dilaporkan kepada pimpinan BPR. 
Pencegahan lainnya yang dilakukan oleh BPR adalah setiap karyawan tidak diberikan 
ijin atau dilarang untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun dari konsumen. Pencegahan ini 
dilakukan agar konsumen tidak mempengaruhi karyawan dalam pengambilan keputusan, misalnya 
dalam hal pemberian kemudahan kredit.  
Karyawan juga diberi batasan dalam mengakses aplikasi yang berhubungan dengan 
database BPR. Pembatasan ini dilakukan agar karyawan tidak sembarangan dalam mengakses 
database BPR yang dapat menyebarkan kerahasiaan BPR. 
 
4.2.2    Sanksi yang Diberikan Tidak Tegas 
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan ke setiap BPR diperoleh informasi bahwa semua manajer 
dan akuntan di BPR sudah memiliki prosedur pencegahan untuk karyawan yang melakukan 
kecurangan maupun karyawan yang melakukan kesalahan pencatatan akun. Tindakan yang 
dilakukan untuk karyawan yang melakukan kecurangan dan karyawan yang melakukan kesalahan 
pencatatan akun dilakukan secara transparan, diberi sanksi yang sesuai dengan kebijakan BPR dan 
dibuatnya kebijakan tentang disiplin pegawai.  
 













26 100% 0 0% 
Pergantian Kantor Akuntan 
Publik 
26 100% 0 0% 
 
Tabel 4.3 
Data BPR Terhadap Rasionalisasi  
 
4.3.1    Memanipulasi laporan keuangan 
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan ke setiap BPR diperoleh informasi bahwa semua manajer 
dan akuntan di BPR akan tetap menyajikan laporan keuangan dengan keadaan sebenarnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa BPR sudah mengacu pada tujuan laporan keuangan yang sesuai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Akuntan yang menjadi pembuat laporan keuangan tidak 
membenarkan pemanipulasian laporan keuangan dengan alasan untuk menyelamatkan 
perusahaan. 
 
4.3.2  Pergantian Kantor Akuntan Publik 
Berdasarkan kuesioner yang dibagikan ke setiap BPR diperoleh informasi bahwa semua manajer 
dan akuntan di  BPR telah mengikuti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan 
bahwa BPR sudah patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pihak 
BPR juga menginformasikan bahwa mereka selalu menyesuaikan kegiatannya dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan. 
 
5. Simpulan, Rekomendasi, dan Saran 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segitiga fraud memiliki peran dalam mencegah 
kecurangan di BPR. Segitiga fraud yang terdiri atas tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dapat 
menjadi acuan untuk membuat prosedur pencegahan kecurangan. Membuat prosedur pencegahan 
untuk mencegah fraud akan sangat berguna bagi BPR demi kelangsungan usaha dari BPR. 
Untuk bagian peluang dan rasionalisasi, semua BPR di Kota Pontianak sudah membuat 
prosedur pencegahan kecurangan. BPR tidak memberikan peluang kepada siapa saja untuk 
melakukan kecurangan dan BPR juga tidak melakukan pembenaran atas tindakannya ketika ingin 
melakukan kecurangan.  
Sementara untuk bagian tekanan, masih ada BPR yang tidak memiliki prosedur terutama 
untuk menilai kebutuhan pribadi karyawan dan keadaan saat tingkat konsumen menurun serta saat 
kestabilan keuangan BPR terganggu. Dari 13 (tiga belas) BPR hanya 2 (dua) BPR yang memiliki 
prosedur untuk menilai kebutuhan karyawan. Dan untuk keadaan saat tingkat konsumen menurun 
dan kestabilan keuangan BPR terganggu, dari 13 (tiga belas)  BPR hanya 2 (dua) BPR yang 
memiliki prosedur untuk mengatasi keadaan tersebut. 
Peneliti mengakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat 
memberikan dampak pada hasil penelitian. Pengetahuan peneliti yang masih kurang menjadi satu 
diantara faktor dalam keterbatasan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mengakui kurang kuatnya 
hasil analisis serta referensi teori yang terdapat dalam penelitian ini. 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan selain memperoleh data melalui kuesioner juga 
memperoleh data dengan melakukan wawancara. Hal ini agar data yang diperoleh menjadi lebih 
akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak teori dan referensi yang 
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